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BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SINTANG,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang agar dapat terlaksana sesuai asas
fungsional, kepastian hukum, transparansi dan
keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai,
sehingga hasil dari pengadaan barang/jasa dapat
dipertanggungjawabkan, baik dari segi aspek fisik,
keuangan maupun kemanfaatannya guna terselenggaranya
Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a
di atas, serta dalam upaya efisiensi penyelenggaraan
pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang tahun anggaran 2012 yang sesuali
dengan harga pasar dan nilai kewajaran, maka dipandang
perlu menetapkan standar harga satuan barang dan jasa
kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun
Anggaran 2012;

bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf b
tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Sintang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 'I‘a_hun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2 Undane-Undana
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undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajuk
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3986);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang ...
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Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesig Tahun 2011 Nomor 82,

'g;gndfb).f:lhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48355);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Keputusan .
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Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212) Sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4418);

00. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor

25);

99. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 1});

03. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 2);

|

|

i 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011
J tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ~ :  PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012,

! BAB 1
| KETENTUAN UMUM

by Pasal 1
- M Peragy, .
B an Bupati ini, yang dimaksud dengan :

derah
2, adalah Kabupaten Sintang.

“Meringap,

D

pe"yelenggr aerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsuyr

bR a Pemerintahan Daerah,
da]

q a_hB 5

D“‘Van Upali Sintang.

Lemy,, Perway
| ; :
P“megga P "an Rakyat Dacrah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Tw "
nt&hanDa llaan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan

S. Peraturan
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(i adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
pa

JJasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
da parang Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barangfdasa oleh
"gadaa" pap paga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang
gilmriu ,*nr;a; dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya
,.;sﬁ“l"a 'a:::: untuk memperoleh Barang/Jasa.

P ah keBt
" perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

Kerja barang.
Sam:;lhat dacrah selaku pengguna bar B
F,'ﬁ‘

ang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
Pcﬂﬁg“’:ia n?:fau "Jasa milik Negara/Daerah dimasing-masing SKPD.
rang 4@ 5
" Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang
y Pen na‘ ﬁmmmﬂ Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkal Daerah
i "";,':].1;;';1 Fanédisumukun pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
atau Fej

y selan) i : jabat yang

a Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah peja

i K_“a:f :::EEE;:;_'; pA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala
g:;imi untuk menggunakan APBD.

| Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang
& helrl.anggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

i Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha alau orang perseorangan Yang
menvediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.

I3 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pkerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
Pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

. 4 : : :

l;:nffﬁngpuansl aqal‘ah Jasa layanan prolesional yang membutuhkan keahlian
mrmm”_e;?'-‘rbagal bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir

B g :
nengu Y@ _adalah

amakan ketera
| mla_l:a P‘Ekﬂjaan d
Sanaan Pekerjaa

jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mpilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yangb
dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau
an/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,
n Konstruksi dan pengadaan Barang.

ar H

; Perencanaan adalah standar yang dijadikan pedoman dalam
h‘t Hlan p‘: j

: pelaksanaan pengadaan barang dan
: Mmerj : z 1 Jansa
agj) ng, ’iran_spar::ah Kabupaten Sintang secara efisien, efektif, terbuka dan

" : § 9plimg| L, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel agar didapat

%ﬁm Pendapg,
i‘:"haa "hcang :‘:‘ dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
h“PﬂtS:n .diﬁttujuiaélgan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yan
31’“&113 d €rsama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPR[%
» 9an ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB I .
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan

d aten Sintang adalah merupakan pedoman untuk menyusun

Wk KabuP parang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
I pore™ " utubal o Daerah (RKPBMD) serta pedoman untuk menyusun
F,ncﬂ""] 8 Baraﬂingg aran (RKA), yang dalam penyusunan rencana tersebut
pemel™ orja dan harga pasar untuk mendapatkan biaya/harga terendah

iretapka?

1 E . &
m]l:]"': d| idahul;:;r:g{{an bagi Pemerintah Kabupaten Sintang.
hd h men
gan 1€V a Standar Marga Satuan Barang dan Jasa kebutuhan

—_ n . i
ujuan {Illu[f‘P':‘a;ngn sintang adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil
o T sintah h%hb:;paten sintang Tahun Anggaran 2012 dan sebagai pedoman
qund hpﬂ[}u:fnan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2013.
dal mPﬂ“Y
BAB 1
RUANG LINGKUP

Pasal 3

1) Ruag lingkup St?ndi%r. harga satuan barang dan jasa yang diatur dalam
" peraturan ini, meliputi -
gtandar harga alat tulis kantor dan benda pos;
Standar harga barang cetakan/buku/kepustakaan dan alat peraga;

giandar harga alat-alat listrik dan elektronik;
Standar harga peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
Standar harga peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran;
Standar harga perlengkapan pegawai;

Standar harga peralatan/bahan/bibit/obat-obatan bidang pertanian dan
peternakan;
Standar harga peralatan/perlengkapan kantor;
Standar harga komputer dan peralatannya;
Standar harga mebeulair;
Standar harga alat-alat bengkel dan pertukangan;
g:::g:r l}:arga peralatan uji, ukur dan laboratorium; ‘
Stan da; hafEa peralatan dapur dan kebutuhan rumah tangga lainnya;
Standay hﬂ"ga alat studio dan komunikasi;
Standay h:l‘ga alat angkutan/alat berat dan suku cadang;
Sendar ha:ga peralatan bahan- kesehatan dan obat-obatan;
Standar harga satuan upah kerja dan bahan bangunan;

tanda; hga satuan tertinggi bangunan;

Arga  sewa kendaraan, tempat pertemuan, konsumsi,

e - I

=

R ol - I Rl R T

&iaran ik _
Pcngi,.fm;z’;- Jasa kebersihan (cleaning service), cinderamata jasa
rkantor. n‘ﬂﬂgkutan barang dan jasa tenaga penduku/operasion|
dar tapr ]
g Nda ;?: [;u" at kilat khusus dan tarif pos express lokal dan regional:
'anday ha.‘f OPerasional peralatan per jam kerja;

S dar '8a buku pengayaan,

h

Ty Aﬂrga Satuan by - ; :

%‘Pak Nggaran, rang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupate Sintang
N bggs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

lan . : X -
Yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
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Pasal 4

h Unit/Satuan Kerja yang belum tercantum dalam

ukan i harga pasar yang berlaku saat itu, termasuk

i fl
an

v }«aniiidﬁcngg““ﬂk
gF -an 1
B .
;f;[;pnya- uan untuk kendaraan bermotor dinas operasional, suku
Harga S2¢ bermotor dan buku-buku perpustakaan yang belum
peraturan ini menggunakan daftar harga (price list) yang

Tunggal Pemegang Merk harga penerbit;

untuk obat-obatan non generic Harga Eceran Tertinggi (HET)
atoka™ Tuﬁiﬂn oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF).
i udikﬁ L&
" nb
: Pasal 5

tuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang
qandar h:an‘Ei;lzi -ﬁr:aksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan ini dapat ditinjau kembali
g iuz ganl pgrkembaﬂgﬁ" harga dan peraturan perundang-undangan yang
canl den
laku.
Pasal 6

siksanaan pengadaan barang dan jasa olch SKPD di lingkungan Pemerintah
hupaten Sintang agar mempedomani Peraturan  Perundang-undangan yang
whaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 7

“idar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
I':;iuran mJ,Ibtlum termasuk Pajak, biaya umum, dan keuntungan (Over Cost And
i yang wajar bagi penyedia barang dan jasa.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

. Pasal 8
Il‘
::E;uhm Benerik aq

o Menterj Kogen alah harga obat-obatan yang mengacu pada keputusan yang
il “hatan Republik Indonesia sudah termasuk Pajak Pertambahan

|y "N Pep,

| o Hay NBadag ‘
B4 P N Barang d: i

}Ma‘aalpcplzik”’ﬂ&n g g dan Jasa dan penyusunan Owner Estimate (OE)

endiri (HPS) agar rhatikan harga pasar yan
Sanaap Pﬂngadaan_} gar memperhati ga pasar yang berlaku

. BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

i, Ve Pasal 10
i'-’;s:'rli zg??klm}ra pf-‘ram
M:‘“ﬁ lqat:':“lang el'an Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 48
lag;Upage Sin Oman Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan
tang Tahup Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak
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Pasal 11

diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan

” belﬂ“; gan peraturan Bupati Sintang,
ab it
| 8 BAB VI
| KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
. perlaku pada tanggal diundangkan.
in
a
L BuP tahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
p 4p 070 m:ar:-ng!f)’ o dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
r SEUY enemp@
o Jenga® Ditetapkan di Sintang

| pada tanggal 20 Februari 2012
1[‘ BUPATI SINTANG,T

S

-
4 MILTON CROSBY

E kan di Sintang
| ﬁf&ﬁiga] 90 Februari 2012 T[L

435;;& ARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
l
|
|

- WLKIFLI HAJI AHMAD

| BRITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 71



